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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf latin.

T:Qtjaf Nar?_a;l:?nu ruf Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
<O Ta T Te
& sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C ha h ha (dengan titik di bawah)
F Kha Kh ka dan ha
K Dal D De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
) Zai z Zet
o Sin S Es
o Syim Sy es dan ye
) sad $ es (dengan titik dibawah)
™) dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
Lk za V4 zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
a Fa F Ef
a8 Qaf Q Ki




4 Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

E Wau W We

° Ha H Ha

c Hamzah Apostrof
< Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah a A
—
- Kasrah i |
—
— dommah u U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
_____ & fathah dan ya ai adani
S fathah dan wau au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.



Harkat dan Huruf dan

Huruf Nama Tanda Nama
fathah dan alif atau ya a a dan garis atas
..

S Kasrah dan ya i i dan garis di bawah
5. dommah dan wau u u dan garis di atas

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:
a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah,
transliterasinya adalah /t/.
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
4. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.
5. Kata Sandang

Kata sandang dalan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:



J\. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti hurufgamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
6. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan arab berupa alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf
kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

9. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



ABSTRAK

Nama : Eka Ratna Sari

Nim : 1410300009

Judul : Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM)

Transgender merupakan isu lama yang kini menjadi berita hangat di dunia
internasional maupun di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi membuat fenomena Transgender saat ini semakin marak
bermunculan karena memudahkan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan
dengan cara di operasi. Di zaman ini banyak yang tidak bisa membedakan apakah
seseorang tersebut benar-benar perempuan tulen atau tidak, ini sangat berakibat fatal
jika seseorang menikah dengan seorang transgender maka ia secara tidak langsung
telah menikah dengan sesama jenis, bahkan mereka tidak akan mendapatkan
keturunan. Namun pada pembahasan ini saya membahas apabila seseorang telah
terlanjur menjadi transgender maka hak apa saja yang ia dapatkan dalam hukum
islam dan Undang-undang HAM di indonesia.

Adapun permasalahan yang muncul pada pembahasan ini ialah, seorang
transgender sudah mutlak haram hukumnya dalam hukum Islam karna telah merubah
ciptaan Allah, namun banyak yang tidak mempermasalahkan hal tersebut demi hawa
nafsu mereka dapat terwujud. Didalam hukum positif para pelaku transgender ini
diberikan hak nya melalui putusan pengadilan negeri yang sebelumnya mereka
ajukan permohonan dan selanjutnya mereka akan merubah seluruh identitasnya di
kantor catatan sipil. Kasus transgender ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan
mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah, melainkan
melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (spiritual and psychological therapy).

Untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini, saya menggunakan metode
penelitian berupa penelitian kepustakaan (liberary research) yang bertujuan untuk
menganalisis tentang hak-hak apa saja yang diperoleh oleh pelaku perubahan jenis
kelamin/transgender berdasarkan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia yang sesuai
dengan objek yang dibahas yaitu Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan HAM. Kesimpulannya, meskipun seseorang telah merubah kodratnya,
namu dalam menjalankan syariat agama ia harus melaksanakannya sesuai dengan
kodratnya semula.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini terdiri dari dua jenis
kelamin saja, tidak ada jenis ketiga dari laki-laki dan perempuan. Hal ini juga
diakui oleh semua agama. Allah berfirman dalam Q.S.An-Najm:45:
2 < <z
‘./;5,4///»‘.,4 ,/,14//./ )\:‘9/
N P BURTITIR

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan
pria dan wanita. (Q.S.An-Najm:45)*

Hukum Islam melarang seseorang menyamakan dirinya dengan
perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan
laki-laki baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih bila ia mengganti jenis
kelaminnya.”

Transgender merujuk kepada seseorang yang sudah jelas jenis
reproduksinya namun mengganti alat genitalnya dengan jalan operasi. Di
indonesia sudah mulai bermunculan kasus ketidakjelasan jenis kelamin ini,
dan melalui HAM mereka menginginkan pengakuan yang sama dimata
hukum.

HAM menjadi hal yang sangat esensial yang dimiliki tiap-tiap

individu, suatu pondasi yang sangat fundamental yang dimiiki oleh tiap-tiap

'An-Najm:4, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
“Mahjuddin, Masail Al-Figh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam, (Jakarta: Radar Jaya
Offset, 2012), him.13



individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun
termasuk dengan alasan kepentingan kesejateraan orang banyak sekalipun.
Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan
dalam hak dan martabat, menurut Jack Donnely, Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah, “Hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir di muka bumi
dengan alasan, hanya karena ia adalah manusia”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi
membuat fenomena transgender saat ini semakin marak bermunculan karena
memudahkan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan dengan cara di
operasi, terlebih lagi, permohonan ini diberikan izin oleh pengadilan negeri
untuk memberikan identitas baru bagi para pelaku transgender. Ini sangat
berakibat fatal jika seseorang menikah dengan seorang transgender maka ia
secara tidak langsung telah menikah dengan sesama jenis.

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci
persoalan dan latar belakangnya. Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi
normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu dzakar (penis) bagi laki-laki
dan farj (vagina) bagi perempuan yang dilengkapi oleh rahim dan ovarium
tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk operasi kelamin.

Hukum Islam tidak memberikan Hak kepada Pelaku transgender
namun, sebagai manusia kaum transgender diberikan hak hidup, hak
pendidikan dan pekerjaan. Hak pelaku transgender ini sebenarnya tetap
kepada kodratnya semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya, yang laki-

laki menjadi perempuan maka, hak semula yang ia peroleh ialah sebagai



seorang laki-laki dan menjalankan syariat agama sebagai laki-laki, begitu juga
sebaliknya yang perempuan menjadi laki-laki maka haknya semula ialah
seorang perempuan dan menjalani syariat agama sebagai perempuan.

Melihat hal tersebut diatas, penulis ingin mengulas ke dalam skripsi
yang berjudul “Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM)”.

. Rumusan Masalah

Dari penjelasan singkat melalui latar belakang di atas peneliti mencoba

untuk merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Hak apa saja yang dimiliki oleh pelaku transgender dalam HAM?

2. Hak apa saja yang yang dimiliki pelaku transgender dalam perspektif
Hukum Islam?

3. Bagaimana Komparasi Hukum Islam dan HAM vyang terdapat di dalam
Hak-hak Pelaku Transgender?

. Ruang Lingkup Masalah

Didalam skripsi ini, saya membahas tentang apabila seseorang telah
terlanjur menjadi transgender, meski tindakan ini tidaklah dibenarkan karena
telah mengubah kodrat yang Allah berikan, sebagai manusia mereka diberikan
hak pendidikan serta mendapatkan pekerjaan.

Transgender dalam syariat Islam tidak mendapatkan hak yang baru
namun ia tetap kepada kodratnya semula sebelum melakukan perubahan jenis

kelamin. Meskipun melalui Hak Asasi Manusia didalam Undang-undang



Adminduk pasal 56 ayat 1, mereka dapat merubah jenis kelamin berdasarkan
keputusan pengadilan negeri, namun hal ini tetap saja tidak berlaku didalam
Hukum Islam.
. Batasan Masalah
Allah berfirman dalam (Q.S.An-Najm:45):

0 BN AT e gl 4

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan
pria dan wanita. (Q.S.An-Najm:45)."

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Allah hanya menciptakan
manusia dalam dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis
ketiga dan lainnya. Dalam kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan
mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah, melainkan
melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (spiritual and psychological
therapy).

Kasus terlarang diatas sesuai dengan Fatwa MUI nomor
03/Munas/V111/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin,
yang menjelaskan: seseorang diperbolehkan untuk operasi kelamin namun,
dalam kasus ini seseorang yang ingin mengganti jenis kelaminnya harus
memiliki kelamin ganda (cacat kelamin) maka dianjurkan untuk melakukan
operasi penyempurnaan jenis kelamin agar dapat mempermudah dalam

melakukan ibadah.

Q.5.53:45
*An-Najm:4, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.



E. Tujuan Penelitian

1.

2.

3.

Untuk mengetahui hak pelaku transgender dalam HAM
Untuk mengetahui hak pelaku transgender dalam hukum islam
Untuk mengetahui komparasi Hukum Islam dan HAM tentang hak pelaku

transgender tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1.

Bagi Peneliti, hasil ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman secara
teori atau praktek dan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara.
Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kalangan
peneliti khususnya mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah
dan llmu Hukum yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih
mendalam tentang transgender.

Bagi bidang akademik, peneliti berharap dapat menyumbangkan hasil
penelitian tentang transgender ini kepada perpustakaan Institute Agama

Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Transgender sudah pernah dibahas oleh

beberapa mahasiswa, kemudian menela’ah pendapat para ahli hukum dan

Undang-undang dalam penulisan ini. Penulis juga menela’ah beberapa buku,

artikel, maupun penelitian yang berkaitan dan memberikan kontribusi yang

besar dan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan tentang

Trangender, diantaranya:



1. Saeful Anwar, dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Transgender
Terhadap lbadah (Studi Kasus diKecamatan Citeurep Kabupaten
Bogor)”.

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa agama Islam tidak
mempersulit hambanya dalam beribadah, maka bagi transgender
walaupun telah dioperasi alat kelaminnya tetap dia harus menjadi
makmum laki-laki dan tidak sah menjadi makmum perempuan dan tidak
diperbolehkan menjadi imam bagi laki-laki dan juga perempuan, kecuali
seorang transgender menjadi imam untuk komunitasnya. Program Studi
Perbandingan Mazhab Figh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jaksarta 2012.

2. Ahmad Fuad Ni’mat Bin Mohd Noor, dalam skripsinya yang berjudul
“Kritik Hukum Islam Terhadap Pandangan Jakim dan Suhakam Tentang
Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Malaysia”.

Didalam skripsi ini, beliau menyimpulkan bahwa menurut JAKIM
pernikahan dan hubungan seks sesama jenis kelamin adalah haram dan
ditolak oleh Malaysia, SUHAKAM tidak memperjuangkan hak mereka
sebagai LGBT namun, mempertahankan hak mereka sebagai manusia
tanpa memperhatikan identitas gender atau orientasi seksualnya. Program
Studi Jinayah Siyasah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2013.

3. Resti Hedi Juwati, dalam skripsinya yang berjudul “Kepemimpinan

Transgender Dalam perspektif Figih Siyasah dan Hukum positif”,



Skiripsi ini menyatakan bahwa dalam Hukum Islam transgender tidak
boleh menjadi seorang pemimpin karena tidak memenuhi syarat dalam figih
siyasah sedangkan didalam hukum positif tidak ada satupun syarat dan
peraturan yang menghalangi transgender untuk menjadi seorang pemimpin.
Fakultas syariah dan ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta 2015.

Dengan adanya karya tulis yang telah dilakukan oleh mahasiswa/i
sebelumnya diatas maka, skripsi yang saya tuliskan akan berbeda karna
skripsi ini akan membahas tentang Hak Pelaku Transgender Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan HAM, dimana hak-hak transgender dalam
hukum Islam dan HAM sedikit banyaknya telah dibahas sepintas oleh
skripsi-skripsi diatas.

Oleh sebab itu penulis diharapkan agar dapat melihat kekurangan
dan kelebihan diantaranya. Sehingga kedepannya bisa dijadikan suatu
acuan bagi para peneliti lanjutan tentang Transgender.

H. Kerangka Teori
Dalam dunia kedokteran dikenal tiga bentuk operasi kelamin, masing-
masing mempunyai hukum tersendiri dalam fikih:
1. Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ
kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi
perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan

dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para



ulama figih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu,

firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

gy pwgm&j&\jfgwﬁmu;&uu;g

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
(Q.s.Al-Huijurat ayat 13).°

Islam sendiri mempunyai landasan untuk menentukan hukum
pergantian jenis kelamin itu sendiri, mulai dari al-Qur’an, al-hadist, dan
pandangan para ulama. Sebenarnya Islam sendiri sangat jelas melarang
tentang pergantian jenis kelamin ini, walaupun tidak melarang secara
langsung melalui Qa’idah Usul al-Figh, yaitu giyas. Memang secara dalil
naqli tidak disebutkan hukum pergantian kelamin, karena itu terjadi
perbedaan pendapat tentang hukum pengubahan kelamin. Dalam surat an-

Nisaa’ Ayat 119 disebutkan :

*Al-Hujurat:13, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.



Artinya : Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan
menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang
ternak), lalu mereka benar-benar memotongny, dan akan
aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-
benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan
syaitan menjadi  pelindung selain  Allah, Maka
Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S. an-
Nisaa’ : 119).°

Adapun hadits Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam

tentang larangan menyerupai lawan jenis sebagai berikut:

QA5 553 ol 503 48 o 0250 0025 60

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat lelaki yang

berpakaian seperti model pakaian wanita dan (melaknat)
wanita yang berpakaian seperti lelaki.” (HR. Abu Dawud no.
4098, Ahmad 2/325) ’

2. Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau

penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para

ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak

memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani

baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau

menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi

kelamin yang normal karena Kkelainan seperti ini merupakan suatu

penyakit yang harus diobati.

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan

kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip “Mashalih Mursalah”

® Q.S An-Nisa:119, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
"http://asysyariah.com/larangan-menyerupai-lawan-jenis/diakses 06/03/2019 pukul

10:40 WIB


http://asysyariah.com/larangan-menyerupai-lawan-jenis/diakses%2006/03/2019%20pukul%2010:40
http://asysyariah.com/larangan-menyerupai-lawan-jenis/diakses%2006/03/2019%20pukul%2010:40
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karena kaidah figih menyatakan “Adh-Dhararu Yuzal” (Bahaya harus
dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan
menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan
syariat Islam.

3. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis
dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara
optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan
operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada
bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang
menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia
boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan
demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita.®

Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (dzakar) yang
berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan
merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan
kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-
laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Untuk menghilangkan mudharat (bahaya) dan mafsadat (kerusakan)
tersebut, menurut Makhluf dan Syalthut, syariat Islam membolehkan dan

bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan

®*Masjfuk Zuhdi, Masail Figh (Kapita Selekta Hukum Islam), (Cv. Haji Masagung: Jakarta,
1992), him.167.
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dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan
dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila
seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada
rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk
memfungsikan penisnya.

Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan
vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi
penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga
penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi
jelas. la dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita,
sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium.

Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi
bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan
mengubah ciptaan Allah SWT. Dan ini bertentangan dengan firman Allah

bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS.Ar-Rum:30).

& z)}il,’;ﬁwtfﬂj_é:TvgJ Sl 2T 205 A»L,w
Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah

Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.*

°Q.5.30:30
YAr-Rum:30, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.



12

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin,
sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang
mempunyai kelainan kelamin (cacat kelamin) atau kelamin ganda. Peranan
dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini dalam status
hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya.

Jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-
menolong dalam dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai
syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji
karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan.

(QS.Al-Maidah:2)

Tl L ATy
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-
Maidah:2)*?
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif (qualitative research) ditujukan untuk

menggali informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran

1Q.85:2
L2Al-Maidah:2, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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yang terbatas atau memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum
yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola dan
gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari
masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai
pola-pola yang berlaku.*®

Namun masih merujuk kepada referensi literatur kepustakaan
(library research) dan juga menggunakan metode analisa isi (content
analysis) yaitu menganalisa bahan hukum dan non hukum yang ada, oleh
karena itu sumber penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku
secara langsung maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok
bahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi,
yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian data yang ada
dari buku-buku serta penelitian yang terdahulu dan lain sebagainya.
Setelah data-data terkumpul maka dilakukan tela’ah dan perbandingan
atas data tesebut.

3. Sumber Data
a. Sumber Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer merupakan
sumber bahan hukum utama untuk peneliti yang terdiri dari:

a) al-Qur’an dan Hadist

13 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), HIm.20
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b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (HAM)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain

adalah buku-buku, artikel, dan makalah-makalah dan serta kumpulan

jurnal yang berhubungan erat dengan pembahasan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun

skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I:

BAB II:

BAB III:

Merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah,
rumusan masalah, ruang lingkup masalah, batasan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Tinjauan umum tentang transgender menjelaskan mengenai
pengertian gender, pengertian transgender, macam-macam operasi
pergantian jenis kelamin, serta proses pergantian jenis
kelamin/transgender.

Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia berupa Hakikat Hak Asasi
Manusia dalam Undang-Undang HAM meliputi Pengertian Hak
Asasi Manusia (HAM), ruanglingkup HAM dan Transgender
Dalam Hak Asasi Manusia. Kemudian HAM dalam Islam,

meliputi pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam,



BABIV:

BAB V:
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ruanglingkup HAM dalam Islam dan Transgender Dalam Hukum
Islam.

Pandangan umum tentang hak pelaku transgender dan HAM,
meliputi perspektif hukum Islam tentang hak pelaku transgender
dalam islam dan Undang-Undang HAM.

Penutup yang memuat kesimpulan penulis, saran dan kritik bagi

siapa saja yang berkepentingan didalamnya.



BAB |1

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Hakikat Hak Asasi Manusia dalam UU HAM
1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam UU HAM

Hak asasi manusia (HAM), dalam bahasa Inggris: human rights,
dalam bahasa Prancis: droits de I'homme artinya adalah, sebuah konsep
hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang
melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi
manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga
sifatnya universal.

Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi
manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling
bergantung. Prof. A. Mansyur Effendy, menyatakan bahwa selama ini, hak
asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia hak
mutlak.*

Pengertian HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan
bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

"Nurul Qamar, HAK ASASI MANUSIA dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2014), him.15.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi
manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap manusia
sebagai anugerah Tuhan dan dibawa sejak lahir. Secara lebih khusus, hak
asasi manusia ini dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

a. Hak Asasi Manusia merupakan hak alami yang melekat dalam diri
setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, tidak ada
seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan
pemiliknya.

b. Hak Asasi Manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan
martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.
Tanpa adanya hak asasi, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang
paling mulia.

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia
Ruang Lingkup HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut:

a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)

*Windi warna Irawan, Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ, [Online], him.
201
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Misalnya: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk
agama.

Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai
warga negara.

Misalnya: memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak
bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights)
Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak
pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi.

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
Pemerintah (Rights Of Legal Equality)

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

3. Transgender Dalam Hak Asasi Manusia

Salah satu isu aktual dan kontroversial dewasa ini adalah

munculnya kelompok transgender di Indonesia yang bukan hanya

menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, tetapi juga menuntut

agar dilegalisasi oleh undang-undang. Dengan dalih HAM, kelompok

transgender menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal

itu juga soal pilihan hidup secara personal.
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Keberadaan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari pengakuan
terhadap adanya hukum alam yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran
Hak Asasi Manusia. Menurut Marcus C. Singer HAM merupakan satu
konsep dan prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku
untuk seluruh umat manusia. Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur
berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan mentaati hukum
alam tersebut. Beberapa masyarakat pun pernah mempertanyakan
bagaimana dengan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan
transgender di Indonesia.’

Sebenarnya di Indonesia pernah membahas tentang Hak Asasi
Manusia pada tahun 2009 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)
mengajukan usulan dan memperjuangkan masuknya prinsip non
diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender dan orientasi seksual.
namun, usulan ini ditolak oleh ketua tim kecil amandemen UUD 1945.

Usulan tersebut ditolak dengan argumen bahwa jika seluruh
kategori diskriminasi itu disebutkan dalam UUD maka perkembangan
baru nantinya akan sulit dimasukkan karena harus menunggu saat
amandemen. Oleh sebab itu, rumusan singkatpun di buat untuk mencakup

segala bentuk dan kategori diskriminasi untuk menghindari keteganggan

2018.

*Mira Fajri, “LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia ", Republika.CO.ID, 29 september
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politik yang tinggi terutama yang berkaitan dengan perdebatan tentang
dasar Negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagaimana tertulis dalam pasal 28 H yang berbunyi “setiap
orang bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun”, diterima
sebagai salah satu pasal dalam Bab XX A pada amandemen ke dua pada
tahun 2001. Rumusan tersebut pada satu pihak memang memberikan
penafsiran yang luas mengenai diskriminasi namun pada lain pihak hal
tersebut tidak memberikan perlindungan secara sosial maupun hukum dari
diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender maupun orientasi seksual
khususnya dapat dinikmati oleh kelompok transgender.*
Secara universal dalam konstitusi diatas bersumber pada pasal 1
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa
“setiap orang dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, harkat dan
martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknya”. Undang-undang
mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun
2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan undang-undang organik.”
B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam
1. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah diperoleh

seseorang sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan ftrah manusia itu

*Kartika Nur Kusuma “Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda”
[Online] Volume 4 No 2 2016. him 366
5 -
Ibid,.
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sendiri. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan anugrah Allah
kepada semua manusia. Menurut Syari’ah, manusia adalah makhluk bebas
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga
mempunyai hak dan kebebasan. Artinya, tugas yang diemban tidak akan
terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara
eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.®
Hak Asasi Manusia dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai
agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia.
Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia
merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh
umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang
diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh
dirubah atau dimodifikasi.
Ruanglingkup Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam
Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk Hak Asasi Manusia dalam
Islam:
a. Hak dasar (darury). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga
eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal,

bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati.

him.12.

® M. Lugman Hakim, Deklarasi Islam tentang HAM, (Risalah Gusti: Surabaya, 1993),
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b. Hak sekunder (hajy) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan
berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk
memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan
hilangnya hak hidup.

c. Hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari
hak primer dan sekunder

Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi
manusia, berikut beberapa Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam:

a. hifdz ad-din (Memelihara Agama)

Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya
pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya. Memelihara agama
ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga
martabatnya lebih tinggi. Untuk memenuhi hajat jiwan dan pengakuan
iman, seperti: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan
ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama
merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.” Allah

berfirman didalam al-Qur’an surah yunus:99

oJﬁ = BT/ Mr@\&uﬁjﬁll&wwﬁd/ ;L«N)Jj
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’Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), him. 66.
¥Q.5.10:99
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Artinya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-
orang yang beriman semuanya ?(Q.S.yunus:99)°

b. hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa)

Dalam memelihara jiwa, Islam melindungi hak-hak untuk
hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang
pembunuhan, penganiayaan. Dan pelaku pembunuhan serta
penganiayaan tersebut diberi hukuman gishash. Prinsip tentang hak

hidup tertuang didalam al-Quran surah al-israa’:33

éw/’ﬂ ﬂ)ﬁﬂ/{/ 4;/91J5 }}9/ //
O e 3L NI A 5> (I Gl Y
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan)
yang benar.” (0.8 Al-Isra’:33)"

c. hifdz al-‘agl (Memelihara Akal)

Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang
paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu
berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal yang baik,
manusia dapat membedakan mana yang haram dan mana yang
halal. Firman Allah tentang akal terdapat pada surah al-hujurat

ayat 7:

° Yunus:99, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
100.5.17:33
1 Al-isra:33, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa
urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi
Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan
menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta
menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan
kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti

jalan yang lurus. (Q.S.al-hujurat:7)*

d. hifdz an-nasl (Memelihara Keturunan)

Dalam  mewujudkan  perlindungan terhadap keturunan
manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Islam
dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia
disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh
dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

Islam tidak mengajarkan pernikahan dilakukan dengan

sesama jenis, maupun dengan seseorang Yyang mengganti jenis

kelamin. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

12Q.5.49:7
3 Al-hujurat:7, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
sesorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai di
antara kamu di sisi Allah ialah orang orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujarat:13)™

e. Hifdz al-mal (Memelihara Harta)

Guna melindungi harta seorang muslim, Islam menganjurkan
perdagangan (tijarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah),
dan sebagainya agar dapat melangsungkan kehidupan secara
sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan, pencurian, korupsi,
perampokan serta melakukan tindakan batil lainnya. Salah satu ayat
al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat
pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

£

o ; l.,r,_c,—wvﬁ \\,\_cs,uw,m:,.m@t_,
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

14 0.5.49:13
15 Al-Hujurat:13, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
*Q.5.4:29
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dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.*’

Kelima dharurat ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak
akan hidup baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara
ini. Bahkan kelima hal ini adalah HAM yang dijamin syariat Islam.
Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia
bersumber dari hak-hak Allah. Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran
memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di
antara yang hak dan yang bathil.

Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi,
kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk
terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah,
kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan
dihormat.

Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh
Allah sejak kehadirannya di muka bumi. Jika dilihat dari hasil deklarasi
HAM Islam sedunia, dimana deklarasi ini berdasarkan kitab Al-Qur'an
dan Hadits. Sangatlah tepat jika hal ini dijadikan upaya pemecahan

masalah, yang sampai saat ini masih dirasakan umat manusia. Upaya

Y An-nisaa:29, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di dalam
masyarakat, Islam mempunyai ajaran yang disebut amar ma’ruf nahi
munkar.

Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran
tersebut: melalui tangan (kekuasaan), melalui lisan (nasihat), dan melalui
gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar
pelakunya sadar. Pelanggaran ini mengandung dosa besar, yang banyak
melibatkan pihak lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-
orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiaanya
dan sebagainya. Semua itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi
bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, kemudian digunakan
untuk mengadakan hubungan seks dengan sejenis.*®

Islam tidak hanya melakukan tindakan represif teatapi lebih
menekankan tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya pelanggaran
HAM, tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal-
formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata.
Sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara
hukum.

f. Transgender Dalam Hukum Islam

*® Masjfuk Zuhdi, Masail Fighigah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji Masagung,
1994), hal. 172-173.
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Berdasarkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menyebutkan “Mengubah jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja
misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram” dikarenakan
mengubah ciptaan Tuhan yang memang sudah menjadi kodratnya, namun
bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang yang
mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut
kelamin ganda itu diperbolehkan. Adapun hukum operasi kelamin dalam
syariat islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
Musyawarah Nasional Il tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan
kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang
semula sebelum diubah. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau
penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip Mashalih
Mursalah karena kaidah figih menyatakan Adh Dhararu Yuzal (Bahaya
harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan
menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan
syariat islam.

Konsekuensi hukum pergantian kelamin adalah sebagai berikut:
Apabila pergantian jenis kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan
tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya
sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum.

Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan
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operasi penggantian jenis kelamin menjadi pria tidak akan menerima
bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.
Islam sendiri mempunyai landasan untuk menentukan hukum
pergantian jenis kelamin itu sendiri, mulai dari al-Qur’an, al-hadist, dan
pandangan para ulama. Sebenarnya Islam sendiri sangat jelas melarang
tentang pergantian jenis kelamin ini, walaupun tidak melarang secara
langsung melalui Qa’idah Usul al-Figh, yaitu giyas. Didalam dalil nagli
tidak disebutkan hukum pergantian kelamin, karena itu terjadi perbedaan
pendapat tentang hukum pengubahan kelamin. Allah berfirman dalam

surat an-Nisaa’ Ayat 119:*
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Artinya: "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan
angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka
memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-
benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah
ciptaan Allah, (lalu benar-benar mereka merubahnya)".
Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung
selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang
nyata. (an-Nisaa’:119).

Konsep ini menjelaskan, bahwa Allah hanya menciptakan dua

jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin

An-Nisaa’:119, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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ketiga. Pengubahan jenis kelamin dianggap sebagai pengubahan atas
ciptaan Allah sebagaimana titah setan yang tertulis dalam An-Nisa; 119.%
Bahkan, Allah mengutuk individu yang berpenampilan dan bertindak
menyerupai anggota jenis kelamin lain.

Tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian
aturan-aturan pada hukum positif keculi hukum Islam yang yang sudah
menjadi hukum positif.** Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT
yang berdimensi rahmatan lil’alamin memberi pedoman hidup kepada
manusia secara menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup
rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik
sebagai individu maupun bermasyarakat.

Hukum Islam melarang melakukan pergantian jenis kelamin
karena tidak sesuai dengan norma agama, sehingga timbul sebuah
kontroversi antara HAM dan norma agama itu sendiri. Kelainan seperti
ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati atau menyempurnakan
jenis kelamin sehingga jelas jenisnya, ini hanya berlaku bagi yang
berkelamin ganda, dan tidak dianjurkan merubah jenis kelamin hanya

karna keinginan hawa nafsu.

2% Kutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2009), hIm.135.
27zainuddin Ali, Hukum Islam “Pengantar llmu Hukum di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta,
2006), HIm.10
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TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER
A. Pengertian Transgender

Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata trans
dan kata gender.* Kata trans yaitu pindah (tangan: tanggungan), pemindahan.
Sedangkan kata gender yaitu jenis kelamin. Sedangkan secara terminologis
transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena
merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan
kejiwaan.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan
orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis
kelamin yang telah dimiliki sejak lahir, seorang transgender sama sekali tidak
menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual dari orang
tersebut.

Transgender merujuk kepada seseorang yang sudah jelas jenis
reproduksinya namun mengganti alat genitalnya dengan jalan operasi dan
menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku
atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.

Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma

'Kartika Nur kusuma, Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender Wanita diSamarinda
(online) Volume 4 Nomor 2 tahun 2006, him.367.
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kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri, transgender berhenti
hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.’
B. Macam-Macam Operasi Pergantian Jenis Kelamin/Transgender
Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga macam operasi jenis
kelamin yaitu:

a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang
sejak lahir memiliki kelamin normal.

b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap
orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau
vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan
terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis
dan vagina)®.

C. Proses Pergantian Jenis Kelamin/Transgender
Operasi pergantian jenis kelamin alias rekonstruksi genital adalah
sebuah prosedur medis yang mengubah organ genitalia dari satu gender ke
yang lain gender. Langkah-langkah proses pergantian jenis kelamin

(transgender), ialah:

*Gibtiah, Figih Kontemporer, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), him.272.

*Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis
Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1



33

1. Paling pertama sebelum melaksanakan operasi ganti kelamin biasanya sesi
konsultasi dengan konselor kesehatan mental profesional untuk
melakukan diagnosis dan psikoterapi. Diagnosis dari gangguan identitas
gender atau disforia gender dan surat rekomendasi resmi dari terapis yang
bersangkutan membolehkan individu tersebut untuk memulai terapi
hormon di bawah pengawasan dokter.

2. Pemberian Hormon androgen pada pria transgender (dari wanita ke pria)
untuk membantu mereka mengembangkan karakteristik seks sekunder
pria, seperti jenggot dan rambut tubuh, juga suara yang lebih berat.
Sebaliknya, hormon estrogen dan anti-androgen diberikan kepada wanita
transgender (dari pria ke wanita) untuk membantu mereka mengubah
suara massa otot, kulit, distribusi lemak tubuh, dan melebarkan pinggul.
Sejumlah hal ini akan membuat penampilan fisik mereka lebih feminin.
Rambut tubuh tipikal pria juga akan hilang.

3. Kemudian menjalani terapi hormon diikuti oleh uji penyesuaian hidup
pasien untuk beraktivitas seperti biasa di dunia nyata, bukan lagi dengan
gendernya yang ‘lama’ namun sebagai orang dengan gender yang ia
yakini, selama kurang lebih satu tahun bersekolah, kerja, belanja bulanan,
serta mengganti nama depan mereka. Hal ini dilakukan untuk
membuktikan pada dokter bedah bahwa orang lain di sekitarnya, selain
terapis, mengakui bahwa ia telah berhasil menjalani hidup sebagai orang

yang ‘baru’.


http://hellosehat.com/transgender-mungkin-disebabkan-kondisi-medis-langka/
http://hellosehat.com/4-fakta-penting-tentang-menumbuhkan-jenggot/
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4. Setelah itu, dokter akan melaksanakan sejumlah prosedur untuk mengubah

genitalia dan bagian tubuh lainnya. Adapun prosedur operasi ganti

kelamin, yaitu:

a. Dari pria ke wanita

Operasi ganti kelamin dari pria ke wanita melibatkan beberapa

prosedur:

1)

2)

pengangkatan penis dan testis, dan pemotongan uretra menjadi
lebih pendek. Sebagian sisa kulit akan digunakan untuk cangkok
jaringan pendukung vagina dan membentuk vagina utuh yang
fungsional.

Setelah prosedur usai, pasien akan melanjutkan penggunaan
hormon untuk membentuk kembali kontur tubuh dan merangsang
pertumbuhan payudara atau melakukan pembesaran payudara.
Operasi plastik untuk ‘mempercantik’ wajah, seperti mengubah
bentuk mata, tulang pipi, hidung, alis, dagu, rambut, dan

menghilangkan jakun juga bisa dilakukan.

b. Dari wanita ke pria

Operasi ganti kelamin wanita ke pria terbagi dalam tiga tahap:
1) akan dilakukan mastektomi subkutan
2) rahim dan indung telur akan diangkat, dalam dua prosedur

terpisah.


https://hellosehat.com/benh/pembesaran-payudara/
https://hellosehat.com/benh/kanker-payudara/kenapa-kanker-payudara-stadium-4-dapat-menimbulkan-pneumonia
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3) Prosedur terakhir  melibatkan  transformasi  genital,
scrotoplasty, dan pembuatan penis menggunakan jaringan
dari klitoris atau vulva atau jaringan tubuh lainnya.*

Wanita yang ingin mengganti identitas menjadi laki-laki juga mungkin
menjalani pengangkatan vagina sekaligus pemanjangan uretra (vaginectomy)
untuk memungkinkan ia bisa kencing berdiri. Pemanjangan uretra adalah
prosedur tersulit dari keseluruhan proses. Setelah satu tahun, penis (ereksi)
dan testis buatan dapat dicangkokkan saat sensasi seksual telah kembali ke
ujung penis. Selain prosedur pembuatan kelamin, operasi plastik akan
dilakukan untuk membuat tampilan dada menjadi lebih maskulin, tidak lagi
tampak seperti payudara.

Walaupun begitu, tingkat kesuksesan operasi ganti kelamin dari
wanita ke pria termasuk rendah. Pasalnya, prosedur pembuatan penis baru
yang berfungsi optimal terbilang cukup sulit ketika hanya dibangun dari
jaringan klitoris yang jauh lebih sedikit.®

Namun didalam hukum islam yang diperbolehkn untuk menjalani
operasi pergantian jenis kelamin yaitu Khuntsa muskil yaitu, seseorang yang
mempunyai alat kelamin ganda, yang apabila ia membuang air seninya

melewati kedua alat kelaminnya secara bersama-sama.

* Ajeng Quamila, Apa sih yang terjadi saat ganti kelamin?, Hello Sehat, 26 Maret 2018
5 -
Ibid,.


http://hellosehat.com/fakta-tentang-penis/
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Menurut ilmu kedokteran (medis) cara menentukan status seorang
khuntsa dilihat dari bagian terkecil makhluk hidup yaitu sel, di dalam sel
terdapat inti sel yang mengandung kromosom, setiap laki-laki dan perempuan
mempunyai jumlah kromosom sama vyaitu 46. Laki-laki dan wanita normal
mempunyai jumlah kromosom yang sama namun penulisannya berbeda yaitu
laki-laki 46 XY dan perempuan 46 XX. Peranan dokter dan para medis dalam
operasi penggantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan

kondisi alat kelamin yang dioperasinya. Allah berfirman dalam surah an-

nisaa:199
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Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka
benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah
ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya"”. Barangsiapa
yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka
Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Ayat ini mengandung larangan merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla
dengan sia-sia, termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi ganti

kelamin. Alasannya, tim dokter akan membuang organ penis dengan sengaja,

°Q.5.4:119
’An-nisaa:119 Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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kemudian membuat lubang vagina dan membesarkan payudara jika pasiennya
adalah lelaki yang ingin menjadi wanita. Sebaliknya, ia akan mengangkat
kedua payudara lalu mendisfungsikan saluran reproduksi wanita dan
memasang zakar buatan, jika pasiennya adalah wanita yang ingin menjadi
pria. Padahal dalam kedua kondisi tadi pasien tidak mengalami gangguan
medis terhadap kelamin maupun organ reproduksinya.

Apabila operasi tersebut dilakukan semata-mata karena menuruti hawa
nafsu belaka, jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-
menolong dalam berbuat dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah
sesuai dengan syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala
dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan
kebajikan.

Pasien yang sebelum operasi ganti kelamin berstatus sebagai wanita,
maka setelah operasi ia tetap dianggap sebagai wanita dan tetap berlaku
atasnya aturan-aturan syariat yang khusus bagi wanita. la tidak boleh menikah
kecuali dengan laki-laki, tidak boleh safar kecuali dengan mahram, tidak
boleh mengimami laki-laki baligh, tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan,
kesaksiannya separuh kesaksian laki-laki, jatah warisnya tetap sebagai
perempuan, dan seterusnya.

Pasien laki-laki yang telah mengganti jenis kelaminnya dari
perempuan menjadi laki-laki, maka setelah operasi pun ia tetap laki-laki

dalam kacamata syariat. Di samping itu, si pasien dianggap telah melakukan
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dosa besar yang mengharuskannya untuk bertaubat.? Demikian pula tim medis
yang melakukan operasi juga berdosa karena perbuatan mereka termasuk
ta’awun ‘alal itsmi wal ‘udwan (kerjasama dalam dosa dan permusuhan).
Dengan begitu, upah yang diterima oleh tim medis maupun pihak rumah sakit

terkait operasi ini, statusnya juga haram. Seperti surah al-maidah:2
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Artinya:....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.™

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak
lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan
dukungan moril dalam upaya pengoperasiaanya dan sebagainya. Semua itu
mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil
mengganti kelaminnya, menggunakan untuk mengadakan hubungan seks

dengan sejenis.

® Masjfuk Zuhdi, Masail Fighigah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji Masagung,
1994), him. 172-173.

°Q.85:2

% Al-Maidah:2, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.



BAB IV
Komparasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Hak

Pelaku Transgender

A. Hak Pelaku Transgender dalam HAM
1. Hak Umum (Hak yang dimiliki setiap individu)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan
oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh di abaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

a. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 2 yang menyatakan
bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara
kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang
harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”,

b. Pasal 3 ayat 1 “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan
martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan
hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam semangat persaudaraan” dan,

c. Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” dan,

41
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d. Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

2. Hak Khusus (Hak yang berlaku untuk pergantian jenis kelamin)

Pada dasarnya, aturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin
(transgender) di Indonesia memang belum diatur secara khusus, namun
penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk indonesia telah diterbitkan Undang-Undang No. 32 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(UU Adminduk).

Pergantian jenis kelamin memang tidak termasuk dalamperistiwa
penting yang disebut dalam pasal 1 angkal7 UU Adminduk. Akan tetapi,
pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam UU Adminduk sebagai
“peristiwa penting lainnya”. Dalam pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur
bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah
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adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Sedangkan, yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya”
dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut: “yang
dimaksud “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan
oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara
lain perubahan jenis kelamin.

Pernikahan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Jika
seorang laki-laki melakukan operasi menjadi seorang perempuan, dapat
disebut sebagai Gay karna pelaku transgender tersebut akan memilih
pasangan lawan jenisnya seorang laki-laki, meskipun penampilannya
sudah berubah menjadi perempuan. Dan apabila transgender perempuan
menjadi laki-laki akan disebut sebagai Lesbian karna ia akan memilih
pasangan seorang perempuan, meskipun penampilannya sudah berubah
menjadi laki-laki. Didalam hukum islam, status seseorang tersebut akan
tetap status awal sebelum ia melakukan operasi, ini karena hanya fisiknya
saja yang berubah bukan kodratnya.

Pembahasan sebelumnya mengenai pernikahan yang melibatkan
seorang transgender yaitu, apabila seorang transgender telah melakukan
operasi ganti jenis kelamin dan telah diputus oleh pengadilan negeri, maka

seluruh identitas dirinya yang dulu akan diubah sehingga akta yang ia
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miliki seolah-olah telah ia dapatkan sejak lahir, keadaan ini akan menjadi
sebuah pernikahan sejenis jika ia melakukan pernikahan.

Hak yang mereka dapatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri
berupa: hak memiliki identitas yang terdaftar di semua dokumen resmi,
termasuk Kartu ldentitas Nasional, paspor, SIM, dan sertifikat pendidikan.
Apabila hak ini mereka gunakan untuk melangsungkan pernikahan, itu
akan menimbulkan pelanggaran dalam KUHAP pasal 264 ayat 1 huruf 1e
dan UU KUHAP pasal 266 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi: Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 ayat 1, berbunyi:
Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu
akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus
dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah akte itu cocok
dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat
mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
Pasal 266 ayat 2, berbunyi: Dengan hukuman serupa itu juga dihukum
barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya
cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat
mendatangkan kerugian.

B. Hak yang dimiliki Pelaku Transgender dalam Hukum Islam

1. Hak Umum/Hak Syar’i
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Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian
yang umum dikenal. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima
hal pokok yang terangkum dalam al-dhoruriyat al-khomsah atau yang
disebut juga al-huquqg al-insaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia
dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga
oleh setiap individu, yaitu:

a. hifdz ad-din (Memelihara Agama)

Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya
pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya. Memelihara agama
ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga
martabatnya lebih tinggi. Untuk memenuhi hajat jiwan dan pengakuan
iman, seperti: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan
ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama
merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.® Allah
berfirman didalam al-Qur’an surah yunus:99
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Artinya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu

'Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), him. 66.
?Q.5.10:99
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(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-
orang yang beriman semuanya ?(Q.S.yunus:99)*

b. hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa)

Dalam memelihara jiwa, Islam melindungi hak-hak untuk
hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang
pembunuhan, penganiayaan. Dan pelaku pembunuhan serta
penganiayaan tersebut diberi hukuman gishash. Prinsip tentang hak

hidup tertuang didalam al-Quran surah al-israa’:33
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan)
yang benar.” (0.8 Al-Isra’:33)

c. hifdz al-‘agl (Memelihara Akal)

Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang
paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu
berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal yang baik,
manusia dapat membedakan mana yang haram dan mana yang
halal. Firman Allah tentang akal terdapat pada surah al-hujurat

ayat 7:

dﬁ)f\.ﬂ,wu;/{;;g“wfy AT 55 35 Bl 1540215

% Yunus:99, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
4Q.8.17:33
® Al-isra:33, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada
Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa
urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi
Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan
menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta
menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan
kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti
jalan yang lurus. (Q.S.al-hujurat:7)’

d. hifdz an-nasl (Memelihara Keturunan)

Dalam  mewujudkan  perlindungan terhadap keturunan
manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Islam
dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia
disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh

dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

Islam tidak mengajarkan pernikahan dilakukan dengan
sesama jenis, maupun dengan seseorang Yyang mengganti jenis

kelamin. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13:
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°Q.5.49:7
" Al-hujurat:7, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
80.5.49:13
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
sesorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai di
antara kamu di sisi Allah ialah orang orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujarat:13)°

e. Hifdz al-mal (Memelihara Harta)

Guna melindungi harta seorang muslim, Islam menganjurkan
perdagangan (tijarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah),
dan sebagainya agar dapat melangsungkan kehidupan secara
sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan, pencurian, korupsi,
perampokan serta melakukan tindakan batil lainnya. Salah satu ayat
al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat

pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.™

2. Hak Khusus/tersendiri

® Al-Hujurat:13, Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.
10 .

Q.S.4:29
" An-nisaa:29, Al-Qur’an danTerjemahan, Departemen Agama RI.
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Bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang
yang mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut
kelamin ganda itu diperbolehkan. Adapun hukum operasi kelamin dalam
syariat islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Hal ini boleh dilakukan berdasarkan prinsip Mashalih Mursalah
karena kaidah figih menyatakan Adh Dhararu Yuzal (Bahaya harus
dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan
menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan
syariat islam.

3. Sanksi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa transgender
adalah seseorang yang statusnya sama meskipun telah berganti jenis
kelamin, contohnya: dalam pandangan masyarakat, apabila seorang laki-
laki menjadi seorang perempuan dan menyukai seorang laki-laki dalam
wujud perempuan maka ia bisa disebut sebagai gay, namun akan terlihat
normal karena berbeda dari fisiknya, dan apabila ia menyukai perempuan
sedangkan wujudnya telah menjadi perempuan maka akan disebut sebagai
lesbian, namun seharusnya ini normal karna statusnya sebenarnya adalah
laki-laki, dan bisa saja ia menjadi keduanya (biseksual).

Kajian hukum islam tentang pergantian jenis kelamin atau
transgender ini tidaklah dibenarkan, tindakan menyerupai lawan jenis

adalah haram. Adapun Sanksi yang pantas diterima pelaku transgender
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bersifat ra’zir (ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim), sesuai
dengan keadaan si pelaku dan kelakuannya. Adapun ta zir yang
diberlakukan meliputi:

1. Ta'’zir berupa penjara.

&g ghany Aa gy g G Aadlill g Guitally il ¢f @ Adiad) b e
Artinya: Menurut madzhab Hanafi, lelaki yang kerjaannya menyanyi,
banci, dan meratapi kematian pantas dihukum dengan

penjara sampai mereka bertaubat. (Al-Mabsuth, 27/205)

2. Ta’zir berupa pengasingan.

M&QM\JMMM\@M\QL ALUaT) g dadlid) cada g
Artinya: Menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, seorang banci
hendaklah diasingkan walaupun perbuatannya tidak
tergolong maksiat (alias ia memang banci asli). Akan tetapi
pengasingan tadi dilakukan untuk mencari kemaslahatan.
(Mughnil Muhtdj, 4/192; al-Fatawa al-Kubra, 5/529)

Ibnul-Qayyim rahimahullah mengatakan,

Ol 390l Ly, (A JB 2eal alaY) Ale (el due dl) Aud) (e
Al aladl g b (i pmill g SLaadl) ) Ade aly W AY AL Cudal) ) guaie
694 / 3 2 68l il Awss dgle LA () g Alb) Sl (aly Ay )
Artinya: “Termasuk siasat syar’i yang dinyatakan oleh Imam Ahmad,
ialah hendaklah seorang banci itu diasingkan; sebab orang
banci hanya menimbulkan kerusakan dan pelecehan atas
dirinya. Penguasa berhak mengasingkannya ke negeri lain
yang di sana ia terbebas dari gangguan orang-orang.
Bahkan jika dikhawatirkan keselamatannya, orang banci

tadi boleh dipenjara” (Badai’ul Fawaid 3/694).

Adapun banci yang melakukan praktik homo seksual dan lesbi
atau pelaku LGBT. Sebagian Hanabilah menukil ijma’ (kesepakatan)
para shahabat bahwa hukuman bagi pelaku gay atau homo harus dibunuh.

Mereka berdalil dengan hadits:
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4 Janiall 5 JolAll ) U8 Jal 238 Jas (Jakg 5345359 (e
Artinya: “Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yangQ
melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya

beserta pasangannya. “ (HR. Ahmad)*?

Abdullah bin Abbas berkata,

o i s A G i o 1 )
Artinya: “la (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi
di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi

pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan.”

Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat,

3 o @AY o) SR ) e 98 A a0 Ady gie G ) Addida gl caadg

4 ginl) oda B agdSUid) Agladal) ce Jghiall GY ¢ QuSEN aa Juia (BALE (e

Artinya: “Hukumannya adalah ta’zir yang bisa sampai ke tingkat
eksekusi, (seperti:) dibakar, atau dilemparkan dari tempat
yang tinggi. Sebab para sahabat juga berbeda pendapat
tentang cara menghukumnya.” (Al-Mabsuth 11/78).

Sementara bagi pelaku lesbi, berbeda dengan homo seksual alias
gay. Lesbi adalah perbuatan yang haram. Para ulama menggolongkannya
sebagai dosa besar. Para ulama sepakat bahwa pelaku lesbi tidak
dihukum had. Karena lesbi bukan zina. Hukuman bagi pelaku lesbi
adalah ta zir, dimana pemerintah berhak menentukan hukuman yang

paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan

haram ini.

A Ly Wy L 5 Ol W 5 Al (B 2 Y A e sl G
Artinya: “Ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had untuk pelaku
lesbi. Karena lesbi bukan zina. Namun wajib dihukum ta’zir

12 |bnu Mulaqgin, Badrul Munir, Maktabah Syamilah, Juz. V111, Hal. 602.
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(ditentukan pemerintah), karena perbuatan ini termasuk
maksiat. (Mausu’ah Fighiyah, 24: 252).

Gt Bodigal) agalh | (plaadl ry ) BN Gaad ¥ A Lagile 3 Y
Y il Lagale g | G}&S\
Artinya: “Tidak ada hukuman had untuk pelakunya, karena leshi tidak
mengandung jima (memasukkan kemaluan ke kemaluan).
Sehingga disamakan dengan cumbuan di selain kemaluan.
Namun  keduanya wajib ~ dihukum  ta’zir.” (Al-Mughni,

9:59). Wallahu a’lam bish shawab.™®

Dapat disimpulkan bahwa ta’zir bagi para kaum homoseksual dan

leshian sesuai dengan hadist diatas, yaitu:

1. Ta’zirberupa penjara.

2. Ta’zir berupa pengasingan.

3. Ta’zir yang ke tingkat eksekusi, (seperti: dibakar, dibunuh pelaku dan
pasangannya atau dilemparkan dari tempat yang tinggi).

Operasi ganti kelamin adalah wasilah (sarana) untuk menyerupai
lawan jenis, maka ia menjadi haram pula. Sebab dalam kaidah figih
disebutkan, bahwa wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Dan dalam kasus
ini, tujuan utama orang yang menjalani operasi ini ialah untuk menjadi seperti
lawan jenisnya.

Kedudukan ini juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor

Bhttps://www.panjimas.com/kajian/2016/02/02/Begini-Hukum-Syariat-1slam-Menyikapi-
LGBT/diakses 29 september 2018 pukul:20.45


https://www.panjimas.com/kajian/2016/02/02/Begini-Hukum-Syariat-Islam-Menyikapi-LGBT/diakses
https://www.panjimas.com/kajian/2016/02/02/Begini-Hukum-Syariat-Islam-Menyikapi-LGBT/diakses
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03/Munas-VI111/MUI/2010 tanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya
dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya
haram.

Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya
haram.

Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat
kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki
implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.

Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi
ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin
semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah

memperoleh penetapan pengadilan.

MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:

a) Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat
kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi
penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.

b) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana

dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.
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c) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana
dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis,
bukan hanya pertimbangan psikis semata.

d) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi
penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1
dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait
penyempurnaan tersebut.

e) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi
penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1
adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun
belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status
tersebut.™*

Seseorang yang telah mengalami transgender atau transseksual, maka
tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-
laki dan yang perempuan tetap perempuan. Dari pembahasan sebelumnya,
pergantian jenis kelamin yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah
operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin terhadap orang yang
cacat kelamin demi terciptanya kemaslahatan, dan juga untuk menghilangkan

bahaya yang ditimbulkan.

YFatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03/Munas/VI11/2010 Tentang
Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No.1.
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Pandangan Islam terhadap transgender, apabila ada seorang lelaki
mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada
seorang lelaki yang menyentuhnya, tidak batal wudhunya dalam permasalahan
yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal
wudhu’nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah
bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara
hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja.

Perbaikan atau penyempurnaan terhadap orang yang memiliki organ
kelamin ganda, maka diwajibkan untuk mematikan salah satu organ kelamin
sesuai organ kelamin didalamnya, karena bermanfaat untuk memperjelas
status dan menghilangkan kelainan psikis dan social agar tidak terjerumus
kedalam hal yang menyesatkan dan dosa. Allah lagi Maha Pengampun Atas

dosa-dosa hambanya, seperti firman Allah dalam surah Az-zumar:53 :

a

&
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Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya
Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

L

.

b

-4
A

\

. Analisa Penulis
Larangan mengganti jenis kelamin tidak di atur didalam undang-

undang, bukan berarti kita bebas merubah jenis kelamin sesuai dengan
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kebutuhan kita. Namun dari hukum Islam dan HAM, seseorang yang
diperbolehkan untuk mengoperasi jenis kelaminnya hanyalah seseorang yang
memiliki jenis kelamin ganda (cacat), ini bertujuan untuk memperjelas status
seseorang tersebut agar lebih mudah dalam menjalankan ibadah.

Masalah dalam konteks penyimpangan ini, diharapkan pemerintah
dapat mengeluarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, tentang
pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang
dilakukan oleh kelompok atau komunitas lesbian, gay, biseksual dan
transgender di Indonesia.

Hukum Islam menjelaskan tentang melakukan pergantian jenis
kelamin bukanlah sebuah hak melainkan suatu pelanggaran yaitu merubah
ciptaan Allah dan itu haram hukumnya karena menyalahi kodrat manusia
yang sudah di tentukan sejak lahir. Status seseorang yang terlanjur
melakukan pergantian jenis kelamin, ialah status yang ia peroleh sejak lahir,
atau statusnya semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya.

Perbuatan transgender yang melakukan penyimpangan seksual harus
dihukum ta’zir dalam hukum Islam berupa hukum penjara, pengasingan
sampai hukuman eksekusi, di Indonesia pelaku juga dikenakan sanksi berupa
cambuk dan penjara tepatnya di Provinsi Aceh dan dikenakan denda serta
penjara di sumatra selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisiskan bahwa transgender
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dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak sesuai dengan hukum
islam, karena HAM yang mendukung perilaku transgender ini menurut
perspektif hukum Islam dilarang atau haram, sebenarnya pelaku transgender
ini merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta

menyalahi fitrah manusia yang sebenarnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak yang dimiliki seorang transgender melalui HAM terdapat di
dalam Undang-Undang Adminduk pasal 56 ayat 1 yang bunyinya sebagai
berikut: “yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah
peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada
instansi pelaksanaan, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Hukum Islam tidak memberikan Hak kepada Pelaku transgender
namun, sebagai manusia kaum transgender diberikan hak pendidikan dan
pekerjaan. Hak pelaku transgender ini sebenarnya tetap kepada kodratnya
semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya, yang laki-laki menjadi
perempuan maka, hak semula yang ia peroleh ialah sebagai seorang laki-laki
dan menjalankan syariat agama sebagai laki-laki, begitu juga sebaliknya
yang perempuan menjadi laki-laki maka haknya semula ialah seorang
perempuan dan menjalani syariat agama sebagai perempuan.

Komparasi Hukum Islam dan HAM tentang Ttransgender vyaitu
adanya celah dalam tatanan hukum Indonesia yang memungkinkan
seseorang untuk bebas mengganti jenis kelamin sesuai dengan kebutuhannya

sedangkan dalam hukum Islam hal tersebut sudah menyalahi aturan Allah

59
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dengan merubah kodratnya. Didalam hukum Islam pengecualian diberikan

kepada seseorang yang ingin menyempurnakan jenis kelaminnya saja, ini

dikarenakan ia memiliki dua jenis kelamin (kelamin ganda/cacat kelamin).
B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah pusat maupun daerah membuat sanksi tegas agar
para Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender tidak bebas melaksanakan
program-program maupun aktifitas yang menyimpang.

2. Adakalanya Tokoh Agama melakukan kajian tentang bahaya Lesbian,
Gay, Biseksual dan transgender di hadapan masyarakat luas, agar bisa
memberikan pencerahan bagi yang sudah melakukan penyimpangan
tersebut dan yang akan meninggalkan perbuatan menyimpang tersebuat.
Ini bertujuan agar mereka kembali kepada kodratnya semula karena
pelaku transgender dianggap telah melakukan dosa besar yang
mengharuskannya untuk bertaubat.

3. Bagi para pemuda-pemudi, ada kalanya lebih respek untuk membantu
semampunya dalam membimbing seseorang yang terjerumus ke hal yang
menyimpang tersebut. Dan melalui skripsi ini, saya berharap dapat
membuka fikiran masyarakat untuk menjauhi laknat Allah karna perilaku

ini tidak ada faedahnya.
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